Menimbang

Mengingat

o 1

o e

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR |& TAHUN 2020

TENTANG
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 lentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Dacrah scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga dapal digunakan
untule tanggap darurat bencana alam/non-alam dan/atay
bencana sosial, pengembalian atas kelebihan penerimaan deari
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, pencegahan
gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan
dan keadaan darurat atau mendesalg;

bahwa terkait dengan evaluasi penpelolaan belanja tidak
terduga, terhadap Peraturan Bupali Nomor 2 Tehun 2011
tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, perlu
diganti;

bahwa  berdasarkean pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan hurul b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Belanja Tidak Terduga.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam  Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonsia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4301);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Keuangan dan Tangeung Jawab Keuangan Negara
[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), schagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Periibahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan  Sosial  Nasional  [Lembaran  Negara  Hepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tamhbahan Lembaran
Negara Republilt Indonesia Nomaor 4456);

Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2007  twentang
Penanggulangan  Bencana  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republile Indonesia Nomaor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20009
Nomaor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4967);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahoun 2012 tentang Hibah
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1501 /Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular
Tertentu VAL dapat Menimbulkan Wahah dan
Penangpulangannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2012 Tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menleri Keschatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang
Penanggulangan Penyakit Menular,

Peraturan Daerah Kabupaten Sololk Nomor 3 Tahun 2017
tentang  Pololk-polok  Pengelolaon  Keuangan  Daerah

[Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71),

MEMUTUSHKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA TIDAK TERDUGA,

RAR |
KETENTUAN UMUM
Prasal 1

Dalam Peraturan Bupal ini, yang dimaksud dengan :

1 58
<

3

Daerah adalah Kabupaten Solok.

Pemerintah  Daerah  adalabh Bupati :-:éhagai unsur
penyelengeara  pemerintahan daerah yvang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Solok.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabuparten Solok.

Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebul

T T Ty L ] -l S U e L ey b = e e ST AT i LT L . P



=]

L0,

11,

1.

11058

153

15,

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah vang
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
hentuk kekayaan wang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah.

Pengelolaan Kekayvaan Daerah adalah keseluruhan lkegiatan
vang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjiawaban dan pengawasan keuangan

daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yvang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan lahunan Daerah
yvang ditetapkan dengan Peraluran Daerah,

Pejabal  Pengelola Keuangan Daerah  yang  selanjuthiva
disingkat PPKD adalah Kepala BKD schagai Kepala Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Dacrah yang mempunyal tugas
melalsanakan  Pengelolaan APBD dan  Dbertindak scbagai
Hendahara Umum Daerah,

satuan kerja Pengelola Keuangan Daerahh yvang selanjutnya
disingkat SKIPKD adalah Perangliat Dacrah pada Pemerintah
Daerah yvang melaksanakan pengelolaan APBID,

Satuan Kerja Peranglal Dacrah yang sclanjuinya disinglat
SKPD adalah Perangkat Daecrah pada Pemerintah Daerah
selanku Pengguna Anggaran/Barang.

Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut
Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD,

Rekening Kas  Umum Daecrah  adalah relkening tempat
penyimpanan uang dacrah vang ditentukan olech Bupati untulk
menampung seluruh  penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yvang
ditetaplkan,

Pengepuna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunazan angearan untuk melaksanakan tugas pokolk dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yvang selanjutnva disingkat
TAPD adalah lim yang dibentuk dengan Kepulusan Bupal
dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyal tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusunan APBD, vang anggotanya terdiri dari
Pejabat Perencana Daerah, PPKDD dan pejabat lainnya sesuai
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Rencana Kerja Pemerintah [Daerah yvang selanjutnya disingkat
REPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
isatu) tahun.

Rencana Kera dan Angegaran PPKD yang selanjutnya disinglat
RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPED
Kabupaten Solok selaku Bendahara Umum Daerah,

Hencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
ERA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen  Pelaksanaan Anggaran PPKD yvang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD  merupakan dokumen pelaksanaan
anggaran PPRD Kabupaten Solok selaku Bendahara Umum
Daerah,

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjuinya
disinglkal DPA-SKPD merupakan dolkumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakean sebagal
dasar pelaksanaan oleh Pengeuna Anggaran,

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program vang
akan atau telah dicapai schubungan dengan penggunaan
angearan dengan kuantitas dan kaalitas yang terukur,

Program adalanh penjabaran kebijakan SKPE dalam bentuk
upaya yang berisl satu atau lebih kepiatan dengan
mengerunakan sumber dayva vang disediakan untul mencapai
hasil vang terukur sesuai dengan misi SKPD,

Kegintan adalah bagian dar program yvang dilaksanalkan oleh
satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagal baglan deari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdir
dari sekumpulan lindakan pengerahan sumber dava, baik
vang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasulk peralatan dan teknologl, dana atan kombinasi dari
beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input] untuk menghasilkan keluaran {output) dalam
bentuk barang/jasa.

Pejabal Pelaksana Teknis Kegiatan, vang selanjutnye disinglat
PPTK, adalah pejabat pada unit kerja SKPD vang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari  suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.
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Bendahara Pengeluaran PPKD adalah staf yvang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan,
Belanga Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan.

Belanga Tidale Terduga vang sclanjutnyn disingkat BTT adalah
belanja untuk kegiatan yvang sifatnya tidak hiasa atau tidak
diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam
tdan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk untuk pengembalian alas kelebihan penerimaan
dacrah tahun-tahun sebelumnya yvang telah ditutup.

Hencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa vang
mengancam dan mengganggu  kehidupan dan penghidupan
masyarakat vang disebabkan, baik laktor alam dan/atau
faktor non-alam maupun faktor manusia @ schinggas
mengakibatlan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingleungan, kerugian harta benda dan dampeak psikologis,

Bencana  alam  adalah  bencana  yang  diakibatkan oleh
peristiwa atau seranglaian peristiwa vang disebabkan oleh
alam antara  lain |H!!I'l|.]'3|."| !,_!'I:"!L'I.'I.I}FJ I]I.Ill‘l[, I'H1|I"H11'|‘|!I. H’I.H'I:L”'Iﬁ
meletus, banjir, keleringan, angin topan, tanah longsor dan
leejadian antariksa/benda-benda  angkasa, kebakaran
hutan/lahan karena [aktor alam.

Bencana non-alam adalah bencana vang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain
berupa gagal  konstruksi/lcknologi,  gagal modernisasi,
epidemi, wabah penyakit, dampale industri, ledakan nuklir,
pencemaran linglkungan dan kegiatan keantariksaan.

HBencana sosial adalah bencana vyang diakibatkan oleh
peristiwa vang dialiballcan oleh peristiwa yvang diakibatkan
oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok
atau antar komunitas masvarakat dan teror.,

Peristiwa atau kejadian skala kecil adalah peristiwa yang
mendmpa  orang, atau  bangunan  tempat tinggal/moda
transportasi  {laut/sungai, darat dan udara] vang
menyebabkan. lorban jiwa, cacat fisik/mental,
rusak/musnahnya hangunan tempat tinggal dan kerugian
harta benda akibat dar kelalaian manusia ataupun bencana
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Tangeap Darurat Benicana adalah serangkaian kegiatan yvang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untulk
menangani dampak buruk yvang ditimbulkan, vang meliputi
kegiatan pencarian dan penvelamatan korban bDencana,
pertolongan dararat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air
bersih dan sanitast, pangan, sandang, pelayvanan keschatan
dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Tim Reaksi Cepat adalah tim teknis yang dibentuk Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerab Kabupaten Solok
yvang bertugas untuk melaksanakan lugas secara cepat dan
tepat sesual dengan perkembangan kondisi bencana vang

terjadi.

sural Penyediaan Dana vang selanjulnyas  disingkat SPD
adalah dolkumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP,

Surat FPermintaan Pembayaran, yang selanjutnva disingkat
SPP, adalah cdokumen vang diterbitkan oleh pejabal yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara
Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran,

Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjulnya
disinglent  SPP-LS, adalah dolumen yang diajukan oleh
Bendahara  Pengeluaran  untuk  permintaan  pembayaran
langsung kepada Plhale Ketiga atas dasar perjanjian kontrals
kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembavaran pgajl
dengan  jumlab, penerima, peruntukan dan  waktu
pembayvaran tertentu yvang dokumennys disiaplkan oleh PPTE,

surat Perintalhh Membayar, vang selanjutnya disingkalt SPM,
adalah dokumen vang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran /Kuasa Penpgguna Anggaran untuk penerhitan SP213)
atas beban pengeluaran DPA-SKPD atau DPA-SKPD,

sural  Perinlgh Membayar Langsung, yang  selanjutnya
disinglkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Pengeuna Anggaran/kKuasa Pengguna Anggaran untuk
menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada
Fihak Ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana, yvang selanjutnya disingkat
5P2D, adalah dokumen yang digunakan schagal dasar
pencairan dana vang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh DBupati untuk
memberikan  pertimbangan  kepada  Bupati  terhadap
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471, Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing
vang bertempat tinggal di Kabupaten Solok,

42, Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita
dan/atau mengalami penderitaan atau  meninggal dunia
akibat bencana.

43, Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat BUD
adalah  PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah,

Pazal 2
Ruang linglup Peraturan Bupad inl meliputi:
a. penggunaan belanja tidak terduga;
b,  waltu penggunaan belanja tidal terduga;
¢, tata cara pengeluaran belanja tidak terduga; dan

d. pelaporan dan pertangrungjawaban,

SAR 1
PENCGOGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Pagian Kesatu
Umum
Pasal 3
Penggunaan BTT meliputi:

a, tangeap darural bencana alam/non-alam, dan/atau bencana
sosial,
I, pengembalinn atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun

sehelumnya yang telah ditutup;

c. tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan
terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintaban; dan

d.  kesdaan darurat atau  keperluan mendesak yvang  belum
tersedia anggarannya,

Fasal 4

Perangkat Daerah yvang bertanggungjawab terhadap penggunaan

BTT antara lain:

4. Perangkal Dacrah yang melaksanakan fungsi di bidang
nepaneelilsnesn beneana datnlatan Persnvleat Deaerah o vano



b.  Perangkat Daerah yvang melaksanakan urusan pemerintahan
di bidang kesatuan bangsa dan politik dan/alau Perangloat
Daerah vang ditunjuk Bupati dalam pencegahan gangguan
terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan; dan

¢, Perangkat Daerah ferkait vang melaksanakan (ugas dan
fungsi pengembalian  atas  kelebihan penerimaan  daerah
tahun-tahun  sebelumnya  yang telah  ditutup, dan
penanganan keadaan darurat atau keperluan mendesak.

Hagian Kedua
Tanggap Darurat Bencana Alam/non-alam
dan/atau Bencana Sosial
Pasal 5

Penggunaan BTT untuk tanggap darurat bencana alam/non-alam
dan/atau bencana sosinl sebagaimana dimalsud dalam Pasal 3
hurul a digunakan apabila Dana Siap Pakal pada Perangkal
Daerah yang melaksanakan fungsi penangeulangan bencana tidak
mencukupi, dan hanva digunaken untuk mendanai kebutuhan
tanggap darural yvaitu:

a. pencarian dan penyelamatan korban bencanea;
b,  pertolongan darurat;

e. evakuasi korban bencana;

d. kebutuhan alr bersih dan sanitasi

8, pangan;

f{. sandang;

g. pelavanan kesehatan; dan

h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 6

Penggunaan BTT untulk pencarian dan  penyelamatan korban
bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a. perjalanan dinas dalam rangka pencarian dan penyelamatan
korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. honorarium/uang (elah  dalam rangka pencarian dan
penyelamatan korban;



c.

[1)

(2]

transportasi tim pencaran dan pertolongan korban berupa
sews sarana  ransporiasi  darat, air, udara  dan/fatau
pembelian bahan bakar minyall, dengan ketentuan sebagai
berilkul:

1] wvang dimaksud dengan transportasi darat antara lain

sepeda motor, mobil, truk, bus;

2] wvang dimaksud dengan transportasi air antara lain
perahu, molorbodat, kapal;

3 wvang dimaksud dengan transportasi udara, antara lain

helikopter, pesawat torbang;

4) sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penoclong
yang fergabung dalam  pencarian  dan  penyelamatan

kkorban bencana;

5] penggunaan BTT dimaksud tidak diperkenankan untulk
membeli alat transportasi.,

peralatan, berupa pembelian dan/atan sewa peralatan
pencarian  dan  penyelamatan, dengan ketentuan  sebagai
berikul:

) peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapatl dibeli
sesual dengan kebutuhan antara lain sepatu boot, masker,
tali temali, lampu senter, kabel, lampu, senso, dan
peralitan pencarian dan penyelamatan lainnya; dan

4) peralatan pencarian dan penyelamatan yvang dapat disewa
antara lain perahu karel, genset dan alat beral pendulaung
pencarian dan penyelameatan lainnya.

Pasal 7

Pertolongan darural sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5
hurul b adalah segala upaya vang dilakukan dengan segera

untuk mencegah meluasnya dampak bencana;

Penggunaan BTT untuk pertolongan darural sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

A, sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat
darat, air dan udara;

b, pengadaan atau sewa peralatan danfatau bahan serta jasa
yang diperlukan untuk pembersihan  puing/longsor,
perbaikan” tanggul, serta perbaikan/pengadasn rintisan
jalan/jembatan /dermaga,; helipad darurat dan peralatan
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Pasal 8

Penggunaan BTT unituk evakuasi korban bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 hurul ¢, meliputi:

L,

(1)

(2)

(1)

evakuasi korban, berupsa sews sarana transportast darat, air,
udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyvak yang
diperluksan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan
ke tempat yang lebih aman; dan

pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang mehputi kantong
mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boot,
lormalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnyea.

Pasal ©

Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d adalah untuk memenuhi kebutuhan air
bersih yang dilakukan dengan cara mengaminl  danfatau
membeli alr bersih termasuk di dalamnya melakukan proses
penyaringan.

Penggunaan BTT untuk kebutuhan air bersih dan sanitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] meliputi:

f, pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokeasi
bencana maupun mendatangkan dari luar daerah;

b, pengadaan/perbaikan  sanitasi,  berupa perbailan/
pembuatan saluran  air buangan untuk Mandi, Cuel,
Kakus [MCK) dan drainase lingkungan serta pengadaan
MCK darurat;

c. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa
peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih
dan sanitasi;

d. sewsa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untulk
pemulihan fungsi sumber air bersih; dan

€. lransportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, adr,
udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyalk untuk
pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan
vang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan
peralatan sanitasi ke lokasi penampungan sementara.

Pasal 10
Pangan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 5 huruf e adalah



(4] Penggunaan BTT untuk kebutuhan pangan scbagaimana
dimaksud pada ayal (1) meliputi:

da,

pengadaan pangan, berupa:

1) makanan siap sajl antara lain seperti nasi bungkus,

roti, dan sejenisnya; dan
2} penyediaan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil,
iba menyusul, dan lanjut usia;

pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap
pakai, alat dan bahan dapur umum lainnya, termasulk i
dalamnya adalah pengadaan perlengkapan  malan
darurat; dan

transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa
sewa sarana transportasi daral, air, udara, dan atau
pembelian bahan bakar minyvak wvang dipergunalkan
untuk pengiviman pangan dari tempat lain ke lokasi
kKejadian, maupun dari  dapur umum ke tempeat
pengungsian dan atau tempat  terisolir, termasulk
pengiriman alal dan bahan pengadaan dapur umum,

Pasal 11

Pengepunaan BTT unfuk kebutuhan sandang sebagaimeana
dimaksud dalam Pasal 5 huraf f, meliputi:

a. pengadaan sandang, berupa ;

1]

3

H

pakaian umum untuk dewasa dan anak antara lain baju,
celana, daster, kaos, seragam, scpatu anak sekolah dan

sejenisnya;

perlengkapan sandang untuk bayi antara lain popaok,
bedongan, selendang, selimut bavi, kelambu untuk bayi
dan sejenisnya;

keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut,
pivama, dan sejenisnya; dan

perlenglkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut
wanita dan sejenisnya.

b. lransportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sews

sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian

bahan bakar minyak yang dipergunakan untuk pengiriman
bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.



Pasal 12

Penggunaan BTT untuk pelayanan kesehaltan sebagaimana
dimalesud dalam Pasal 5 hurul g, melipuli:

a, pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di
tempal pengungsian,

h. pengadaan peralatan higiene seperti sabun, shampo, sikat gigi,
pasta gigl dan sejenisnya; dan

¢, lransportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa
sewi  Sarana  transportasi  darat, air, udara,  dan/atag
pembelian bahan bakar mimyvak yang dipergunakan untuk
pengiriman bantuan obat-obatan dar tempat lain ke lokasi
kejadian.

Pasal 13

Penggunaan BTT untuk penampungan  serta tempat  hunian
sementars scbagaimana  dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
mehiputi;

a,.  pengadaan tenda,

b,  pengadoan alas tidur antara lain matras, velbed, tikar,
selimut, kantung tidur;

¢, pengadaan sarana penerangan anlara lain kahel, lampu, dan
sejenisnya;

d, pengadaan peralatan dan bahan yvang diperlukan untulk
pembuatan tempat penampungan dan hunian  sementara,

antara lain alat pertukangan sederhana dan sejenisnva; dan

e. transportasi dalam rangka diswibusi peralatan untuk
pengadaan penampungan dan lempat hunian sementara,
berupa sewa sarana fransportasi darat, air, udara, dan/atau
pembelian bahan bakar minvak yang dipergunakan untuk
pengiriman  bantuan peralatan dan  bahan pengadaan
penampungan dan tempal hunian sementara darl tempat lain

ke lokeasi kejadian,

Bagian Ketiga

Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-
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Pasal 14

BTT wuntuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya wvang telah ditutup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan untul mendanai
segala  kKepiatan vyang  berkaitan dengan kebutohan untuk
mengembalikan kelebihan atas penerimaan daerah tahun-lahun
sebelumnya yatig telah ditulup.

Baglan Keempal

Tangpap Darurat Dalam Rangka Penceganhan Gangguan Terhadap
Stabilitas Penyelengearaan Pemerintahan

Pasal 15

BTT untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan
terhadap stabilitas penvelenggaraan pemerintahan scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ digunakan untuk mendanai
segala  kegiatan yang berkaltan dengan  kebutuhan  untul
mencegah terjadinya gangguan dan  stabilitas  penyelengparasan
pemerintahan,

Bagian Kelima
kKeadaan Darurat altau Keperluan Mendesalk

Pasal 16

BTT untuk keadaan darurat atau keperluan mendesak
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan untulk
mendanai segala kegiatan vang berkaitan dengan  kebutuhan
mengatast keadaan darurat atau keperluan mendesak vang belum
tersedia anggarannya, vang selanjutnva  diusulkan dalam
rancangan perubahan APBIL,

Pasal 17

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling
kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
dacrah dan tidal dapat dipredilesikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
¢.  herada diluar kendali dan pengarah pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak wvang signifikan lerhadap anggaran dalam
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Pasal 18

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. program  dan kegiatan pelayanan  dasar masyarakal yvang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

darn
b,  keperluan mendesak lainnyas yang apabila ditunda  akan
menimbulkan  kerugian yang lebih besar bagl pemerintah

daerah dan masyarakat.

Pasal 19

Dalam hal keadaan darurat atau keperluan mendesak terjadi
setelah ditetaplkan perubahan APBD, pemerintah dacrah dapat
melakukan pengeluaran yvang belum tersedia anggarannya, dan
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi
AT EEATET.

Yasal 20
Dasar  pengeluaran untuk  kegintan-leegiatan  sebagaimana
dimaksud pada Pasal |7 dan Pasal 18 diatas dilormulasikan
lerlehih dahulu  dalam REA-SKPD untuk  dijadikan  dasar
pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan
Sekretaris Daeral,

ERAER
WAKTU PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 21

(1] Pengpunaan BTT untuk penanggulangan tanggap darural
bencana alam/non-alam dan bencana sosial ditetapkan oleh
Bupati terhitung sejak tangeal status langeap darerat dimulai
sampal dengan selesal.

(2] Penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun  sebelumnya yang telah
ditutup dilaksanakan terhitung mulal tangeal diletapkan
persetujuan pengajuan pengembalian Perangkat Daerah yvang
membidangi oleh Bupati.
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(2]

(3]

Penggunaan BTT untuk tanggap darurat dalam rangka
pencegahan gangeguan terhadap stabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dilaksanakan  ferhitung mulai  tanggal
ditetapkan status gangguan stabilitas penyelenggaraan
pemerintabian oleh Bupati.

Penggunaan BTT untuk keadaan darurat atau keperluan
mendesak dilaksanakan terhitung mulai tanggal ditetapkan
keadaan darurat oleh Bupati,

BAB IV
TATA CARA PENGELUARAN ANGUGARAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
Bagian Kesatu
Tanggap Darurat Bencana Alam/non-alam
dan/atau Bencana Sosial

Pasal 22
Dalam hal terjadi beneana alam/non-alam dan/atau bencana
sosial, Kepala Perangkal Daerah yang melaksanakan fungsi
penangeulangan bencana mengajukan permohonan kepada
Bupali untuk menetapkan sSurat Pernyataan Tanggap Darurat
Bencana  Alam/non-alam dan/atan Bencana Sosial dengan
didasarkan pada kajian cepat yang dilakukan bersama dengan
Perangkat Daerah terkait,
Surat pernyataan tangeap darural sebagaimana dimaksud
pada avat (1) ditetapkan dalam kuarun waktu 14 {empat belas)

hari setelah terjadinya bencana  alam/non-alam dan/atau
bencana sosial yang bersilal tanggap.

Apabila dalam kurun waktu 14 {empat belas) hari Bupat tidak
menelapkan sural pernyataan tanggap darurat sebagaimana
dimalksud pada ayal (2], maka tanggap darurat atas bencana
alam/non-alam dan/atau bencang sosial tersebut merupakan
kegiatan pasca bencana dan diangparkan dalam program dan
kegiatan pada Perangkat Daerah teknis,



Pasal 23

Tata cara pengeluaran anggaran BTT untuk tanggap darurat
bencana alam/non-alam dan/atau bencana sosial adalah sebagai
beritlquat:

5

=

Kepala Perangkat  Daerah yang melaksanakan  fungsi
penanggulangan bencana dan/atau Perangkat Daerah yvang
ditunjuk Bupati, menyampaikan Rencana Kebutuhan Belanja
(RKB| tanggap darural bencana kepada Bupath untuk

mendapatkan persetujuan;

Rencana Kebutuhan Belanja yang mendapatkan persetujuan
Bupati diteruskan kepada PPKD selaku Bendahara Umurm
Daerah setelah sural pernvataan langgap darurat diletaplan
oleh Bupsati;

Bupati menetapkan Kepulusan Bupali lentang Penclapan
Besaran Alolasi dan Peruntukan Belanja Tidak Terduga;

PPKLD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana
paling lambal | (salu) hari kerja terhitung sejak diterimanyea
KiH,

Pencairan dana tangeap daruratl dilakukan dengan mekanisme

LS ke rekening Hendahara Pengeluaran Perangkat Daerah

vang melaksanakan [ungsi penanggulangan hencana

dan/atau Bendahara Pengeluaran Peranglal Dacrab  yang

ditunjuk Bupatl, dengan melampirkan;

1) Suratl Pernvataan Tangegap Darural oleh Bupati;

4] Nota Perselujuan dari Bupali atas pengeluaran Belanja
Tidak Terduga;

d)  Reputusan Bupall tentang Penelapan Besaran Alokasi
dan Peruntulan Belanja Tidak Terduga;

4)  Rekening Bank Pemerintah atas Nama Bendahars
Pengeluaran Perangkal Daerah yang melaksanalean
fungsi penangpulangan bencana dan/atay Bendahara
Pengeluaran Peranglkat Daerah yvang ditunjule Bupati;

3]  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlalkk yang
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Dacrah vang
melaksanakan fungsi penanggulangan hencana dan/atag
Kepala Perangleat Daerah yang ditunjuk Bupati:

6] Kuitansi bermaterai; dan

7] Dokumen pendukung lainnya,



Bagian Kedua
Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya yang Telah Ditutup

Pasal 24

Tata cara pengeluaran anggaran BTT atas pengembalian kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya telah ditutup adalah
schagal berikut:

£l

b.

i 8

Pemohon/Kepala Perangkat Dacrah yvang terkail mengajukan
permohonan pembayaran keterlanjuran pencrimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dar Pemerintah
Pusat/Pemerintah  Provinsi/Pemerintah Kabupaten /Kola
lainnva  serta  pihak ketiga, kepada Dupati cf. Kepala
Perangkat Daecrah yvang melaksanakan [ungsi pengelolaan
keuangan daerah, dengan dilengkapi bukti-buldti yang sah.

kepala Perangkat Daerah wvang melaksanakan fungsi
pengelolaan keuangan daerah menelitl/ memverifikasi suraf
permohonan keterlanjuran penerimaan daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan selanjutnya mengajukan telaahan
gtal  kepada Bupati untulk pembayaran  keterlanjuran
penerimaan daerah dari  BTT  untuk  mendapatlean
perselujuan,

Berdasarkan  persetujuan  Bupati mengenai  pembayaran
keterlanjurnn penerimaan daerah, Kepala Perangkat Daerah
vang melaksanalkan fungst pengelolaan kevangan daerah
menyusun  Keputusan  Bupati  tentang  pembayaran
lketerlanjuran penerimaan daerah vang berislkan sekurang-
kurangnya penetapan penerima pembayaran dan  besaran
dana vang akan dibavarkan, untuk ditetapkan Bupati,

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢, Bendahara Pengeluaran PPEKD melakukan mekanisme

pencairan dana yvang dilaloulean dengan mekanisme LS,

Bagian Ketiga

Tanggap Darurat Dalam Rangka Pencegahan Gangguan Terhadap

(1]

Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Pasal 25

Dalam  hal terjadi gangguan  terhadap  stabilitas
penyvelenggaraan  pemerintahan, Kepala Perangkal Daerah
yang melalsanalan urusan pemerintaban di bidang kesatuan

i e



(2l

Permohonan penetapan sural pernyvataan gangeuan terhadap
stahilitas  penvelenggaraan pemerintahan  schagaimana
dimaksud pada ayvat (1) harus didasarlkan pada hasil kajian
vang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan
bangsa dan politik bersama Peranglkal Daerah terkait,

Prasal 20

Tata cara pengeluaran anggaran BTT untuk Tanggap Darurat
dalam rangka Pencepahan Gangguan terhadap Stabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sebagal berikut:

i,

1.

Kepala Peranglat Daerah  yang melaksanakan urusan
pemerintahan  Ji  bidang kesatuan Dbangsa dan politik
dan/fatau Perangkat  Daerah yang  ditunjuk  Bupali
mengajulkan rencana kebutuhan belanja kepada Bupati untulk
mendapat persetujuan,

Rencana  Kebutuhan  Belanga  yang  telah  mendapatkan
persetujuan Bupatl diteruskan kepada PPKD selaku BUD
setelah  surat  pernyataan pangguan terhadap stabilitas
penyelengearaan pemerintahan ditetapkan oleh Bupati,

Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Besaran Alokasi dan Peruntukan Belanja Tidak Terduga;

PPRD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana
paling lambat 1 (satu] hari kerja terhitung sejak diterlimanya
rencana kebutuhan belanja,

Pencairan dana tanggap darural dilakukan dengan mekanisme

LS dengan dilampiri:

1}  Surat Pernyalaan Bupali tentang Gangguan Terhadap

Stahbilitas Penyelenggaraan Pemeriniahan;

2}  Nota Persetujuan dari Bupati atas pengeluaran Belanja
Tidak Terduga;

3} Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi
dan Peruntukan Belanja Tidak Terdugs:

4} Rekening Bank Pemerintah atas nama  Bendahara
Pengeluaran Perangkat Daerah vang melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
politik dan/atasu DBendahara Pengeluaran Peranghkat
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(2]

5] Surat Pernyataan Tanggung Jawah Mutlak yang
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Dasrah yang
melaksanakan arusan pemerintahat di bidang kesatuan
bangsa dan poliik dan/atau Kepala Perangkalt Daerah
vang ditunjuk Bupati;

6]  Kuitansi bermaterai; dan

7|  Dokumen pendukung lainnya.

Bagian Keempat
Keadaan Darurat atau Keperluan Mendesak
Pasal 27
Dalam hal terjadi keadanan darurat atay keperluan mendesals,
Perangkat Daerah lerkail mengajukan permohonan kepada
Bupali untuk menetapkan Surat Pernyalaan Keadaan Darurat

atau keperluan mendesak sebagal syarat penggunaan BT

FPermohonan penelapan sural pernyalaan keadaan darural
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus didasarkan pada
hasil kajian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah  terladt
Persama Peranglal Daerah lainnya.

Pasel 28

Tata cara pengeluaran angearan BTT untuk Keadaan Darurat atay
Keperluan Mendesalk adalah sebagai herikut;

FE

Kepaln  Peranglat  Dacrah  terkait  mengajukan rencana
keburtuhan Dbelanja kepada DBupatl untuk mendapatkan
persefujuan yvang kemudian diteruskan kepada PPKD selalou
BUD.

Bupati menetapkan Keputusan DBupati tentang Penetapan
Besaran Alokasi dan Peruntulean BTT;

PPKI) selaku BUD mencairkan dana untuk keadaan darurat
atau keperluan mendesak paling lambat 1 [(satu] harl kerja
terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;

Pencairan dana untuk keadaan darurat atau keperluan
mendesal dilakukan dengan mekanisme LS dengan dilampiri:

1] Surat Pernyvataan Bupati tentang Keadaan Darurat atau
Keperluan Mendesak;

4]  Nota Persetujuan dari Bupati atas besaran pengeluaran
Ralogria Tidale Terdiiog:



3] Keputusan Bupatfi tentang Penetapan Besaran Alokasi
dan Peruntukan Belanja Tidak Terdugs;

4]  Foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama
Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Lerkait,

5] Surat Pernvataan Tanggung Jawab Mutlak;

6] Formulasi kebutuhan dana untuk keadaan darurat
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Jaerah
(REKA-SKPD); dan

7]  Kuitansi bermaterai; dan

8] Dokumen pendukung lainnya.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWADBAN

Bagian kesatu
Pelaporan

msal 29

Perangleal Dacrah leknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan  penggunaan
BTT kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD,

(1)

(<]

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Parngraf 1

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat
Boencana Alam/non-alam dan/atau Bencana Sosial

Pasal 30

Penggunaan BTT unlule langgap darural bencana alam/non-
alam dan/fatau bencana sosial dicatal pada Bulou Kas Umuim
tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah
vang melaksanakan fungsi penanggulangan  bencana
dan/atau Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang
ditunjul Bupati,

Kepala. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana dan/atau Kepala Perangkat Daerah
vang ditunjuk Bupati bertanggung jawab secara fisik dan
keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat
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Pertanggungjawaban alas penggunaan dana tanggap darurat
bencana disampaikan oleh Kepala Peranglkat Daerah vang
melaksanakan fungsi penangsulangan bencana dan/atau
Kepala Perangkat Daerah vang ditunjuk Bupati kepada Bupati
dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah vang
melaksanakan [ungst pengawasan dan PPRD.

Pengadaaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap
darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/
penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,

Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT pada keadaan
tanggap darurat bencana dilaporkan paling lambat 1 [salu]
bulan  setelah masa  tanggap darurat  bencana beralkhir,
tdengan melampirkan:

g, berita acara penyerahan bantuan;
b. surat pernyataan penerimaan bantuan;

¢, bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat
setempat,;

d, bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;

¢, buktl sewa kendaraan untuk pengiriman  Dbantuan
termasule personil;

f.  buktl pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke
lokasi bencana;

g, kontrak/Surat Perintah Kerja [SPK| dalam hal pengadaan
barang/jasa: dan

h, bukti-bulti pengeluaran yang sah,

aragraf 2

Penggunaan Belanja Tidalk Terduga uniuk

Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun

(1]

Sebelumnya yang Telah Ditutup
Pasal 31

Kepala Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab secara
fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
vang telah ditutup.
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Pertanggungiawaban atas penggunaan dana  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perangkat
Daerah terkait kepada Bupati dengan tembusan disampaikan
kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanalkan [ungsi
pengawasan dan PPKD dengan melampirkan bukt-bulkti
pengeluaran vang sah dan lengkap atau surat pernyataan
tanggung jawab belanja.

Paragraf 3

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk

Tanggap Darurat Pencegahan Gangguan Terhadap Stabilitas

Penyelengearaan Pemerintahan
Masal 32

Penggunaan BTT untuk tanggap darural Pencegahan
sangeuan Terhadap Stabilitas Penyelenggarann Pemerintahan
dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara
Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang kesatvan bangsa dan politik
dan/atau Bendahara Pengeluaran Peranghkat Daerah vang
ditunjuk Bupati.

Kepala  Peranglal  Dacrah vang  melaksanalan  urusan
pemerintahan di bidang  kesatuan  bangsa  dan  politilk
dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang dilunjulk Bupati
bertangeung jawab sccara lisik dan keuangan terhadap
penggunaan dana pencegahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),

Pertanggungjawnhan  atas penggunaan dana  pencegahan
sebagaimana dimaksud pada avat [2) disampaikan oleh Kepala
Perangkat Daerah vang melaksanakan urusan pemerintahan
di bidang kesatuan hangsa dan politik dan/ataun Kepala
Peranglkat Daerah yang ditunjuk Bupati kepada DBupal
dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah vang
melaksanakan [ungsi pengawasan dan PPED.

Pengadaaan barang/jasa untuk penvelenggaraan pencegahan
sebagaimana dimaksud pada aval [2) dapat dilakukan melalui
pembelian / pengadaan  langsung  sesual dengan  peraturan
perundang- undangan.



(3]

{1}

(3]

gl

Pertangeungjawaban  penggunaan BTT  guna pencegahan
sehagaimana dimalesud pada ayal (1) dilaporkan paling lambal
1 (satu] bulan setelah masa pencegahan, dengan
melampirkan:

a. berita geara penverahan bantuan,
b, sural pernyvatasn penerimaan banluan;

c. bukti penvaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat
setempat;

d.  bulh transakst pengadaan peralatan dan logistik;

e, bukti sewa kendaraan wuntuk pengiriman bantuan
termasuk personil;

[.  bulkli pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke
lokasi bencana,

g,  kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan
barang/ jasa; dan

1, bulkti-buktl pengeluaran yang sah,

PParagraf 4
Pengpunaan Belanja Tidak Terduga uniuk

headaan Darurat atau keperluan Mendesalk
Pasal 33

Penggunaan BT untuk keadaan darurat atau  keperluan
mendesak dicatat pada Buku Kas Umum tersendici oleh
Hendahara Pengeluaran pada Perangkat Dagerah terkait,

kepala Perangkat Daerah terkait bertangeung jawab secara
fisik dan keuangan terhadap pengegunaan BTT untule keadaan
darural atau keperluan mendesak  schagaimana  dimalesud

pada ayat (1],

Perlanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk keadaan
darural atau keperluan mendesale sebhagaimana  dimalosud
pada ayvat (2] disampaikan oleh Kepala Perangkat Dacrah
terlkait kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada
Kepala Perangkat Daerah vang melaksanakan [ungsi
pengawasan dan PPED.

Pengadaaan  barang/jasa untuk penyelenggaraan keadaan
darurat atau keperluan mendesalk sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1) dapat dilakukan melalui pembelian/pengadaan

larnmerirm cpe11al Ao maraF 1| e 1T e o 3o n T e ] o ey o+



(5] Pertanggungjawaban penggunaan BTT dalam keadaan darurat
atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada aval
{1} dilaporkan paling lambat | {satu) bulan setelah masa
keadaan darural berakhir, dilampiri semua dokumen bulti-
bulkti pengeluaran yvang sah.

BAaBE Vi
PENGEMBALIAN SISA DANA
Pasal 34

Dalam hal terdapal sisa atas penggunaan BTT, disctorkan kembali
ke Kas Daerah paling lambatl bersamasn dengan penyampaian
pertanggungiawaban pengegunaan BTT,

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35

Contoh Format Sural Pernyataan Tanggap Darurat Bencana,
Formal Rencana Kebutuhan Belanja  (RKH), Format Kuitensi
Perltanggungjawaban, Format Berita Acara Serah terlma Peralatan
dan  Logistik, Format Rekapitulasi Belanja Barang, Format
Rekapitulasi Bantuan dalam Bentuk Barang, Format Rekapitulasi
Bantuan dalam Bentuk Jasa, Format Penerimaan Honorarium /
Uang Lelah, Format Rekapitulasl Penvaluran Dana Tanggap
Barurat yvang Bersumber darl Belanja Tidak Terdupgn, Rencana
Kerja dan Anggaran penggunaan BTT tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan Bupati

irit,
HAR VIl
KETENTUAN PENUTULR
Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Solok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja
Tidal Terduga (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor
2) dicabut dan dinyatakan tidak berlalog,



Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Dacrah
Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2020

BUPATI SOLOK
o

-

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
RABUPATEN SOLOK

E —

ASWIEMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR .......



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL

CONTOH FORMAT SURAT DAN DOKUMEN LAIN TERKAIT
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

A. Format Sural Pernyataan Tanggap Darurat Bencana

BUPATI SOLOK
SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA
MOMORL .. e ananian T

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nam I i et A T o anannn s s e ST 0L
Jabeatan 1 1T - 8 B R U

Dengan ini berdasarkan hasil kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Solok menyatakan bahwa :

B R IS A Tl s A (*)

hl‘ll‘l‘l‘l‘l'l'l'l'l' ------------------------- [‘r

st

v. Status keadaan tangeap darurat schagaimana ditetapkan pada butir a,
berlaku selama .......... hari, sejak tanggal .00 SEMpad
[0 T AR SR

Demikian Surat Pernvataan ini dibuat dengan sebenarnva, untuk dipergunakan
sehagalmana mestinya.
Ditetapkan di.,....... 5

pada tanggal ...

BUPATI SOLOK,

NAMA

- - . oaT - -, . . i. . .
“I menerangkan keadaan bencana dan dampaknya



B. Format Hencana Kebutuhan Helanja (RKH|

RENCANA HEBUTUHAN BELANJA
TANGGAP DARURAT BENCANA
FPROVINSI SUMATERA BARAT KABUPATEN SOLOK

No. Jatia Kakntutn Perkiraan Kebutuhan Dana
LR et AT R S
1
2
dst

A OmalE, s b L e

KEPALA PELARKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN SOLOIK,

MAMA
MRy :



. Format Kuitensi Periempgungiaswalan

W KUITANSI

o P S L R
SOCRTIBTTR TS i s i s s R e T R A AR R AR SN N R LT e i
Lang Seiumiall R, - aaiiiaai.
EEba‘_b .ﬂlﬁaﬁ‘r o B B b B s E B B R R R e R e R e R e iminin ICTIEI L PEiE e i
L
Setuju dibayar PATOR R at i vanna s phungunnnsanpbnuddiea
DHBAE QL. vovsi s rvonpisionssnsiabsvasanis W Kuasa Pengguna Anggaran Yang Menerima (*)
Dibayar ........ e E o L
DEBURUREN BL i
Mo, Folio Buku Kas MAMB { sonssrnasnsnsnsnainasnnss MAMB § o

Barang-Barang yang dibadl ini telah diterima
dalam keadaan baik dan telah dibukukan
sebagal barang Inventaris/stock.

{*).Prjabat yemg diberiltan kuasa unmk menerima dana tanggap darurat bencana

thl R LR RN RN LR RN EL RN

B b e ey i
Lunas dibayar
Bendahara Pengéluaran Pembantu

No. Pada S.P.J. i,

Telah Diperiksa oleh
PRK = SKPD




D). Format Berita Acara Serah terima Peralatan dan Logistik

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK
Nexmor
Fats Haridnl ooy, REIEEEL oo i it v yang berlanda langan di

bawah int;

Mama ey L A e R L BL R ERA
Jabatan 5 s BT S

‘:rel&mutnvﬂ disebut PIHAK PERTAMA

Mama
Jabatan MR LRI G  h RDE

Selanjutnva disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahlkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan/logistik

sebagai berilaul;

No. Peralatan dan Logistik Jumlah Keterangan
|
2
= = =
15t
|
Untuk operasional tanggap darurat DENCANA v B .
_ ATOSUKA, ..voveeeeennnnnnnnnees
PIHAK PERTAMA PlHARK KELDLIA



K. Format Rekapitulasi Belanja Barang

REKAPITULASI BELANJA BARANG

No Wnkmﬂmbﬂuﬁh

H.I ;i'-.-i : |

Total
Harga

Tatal

Penanggung Jawaly,

------------------




F. Format Rekapitulasi Bantuan dalam Bentuk Barang

REEKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG
Tan“ll ERmEEREEEREEEmEE Sfd [EE RN RS ERRE RN RN RELY]

k - .]? =k ‘li.m.
No. | Tanggal | Jenis Barang henygturan o

matialaellod e bl ki T s L

Volume | Wd(Rp) |

b

&

ifl

e 3 —

51

e e e —————— . s

Jumlah

[ Tempat), ..(tanggal, bulan, tahun)
Yang menyerahkan Pembawa barang Yang menerima
Barang Iantuan
[rrrrrllrlrlrlrrr -------------- F i------1r1r1r--l"'I"""""'] [r nnnnnnn FEEEERBREEERREE CECEEE R i

Penanggung Jawah,

[z 1 1 s e e



(i, Format Rekapitulast Bantuan dalam Bentuk Jasa

REEKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK JASA
Tﬂ.ngg“l LA R L ER R RN L ERE ] Efd LA RN SRR LR AN ENE;

A a1 Volume | Nilai (Rp) e
1
: :

st | I
Jumlah
LA Tempat], .. (tanggal, bulan, tahun)
Yang menyerahlkan Yang menerimea
Bantuan Jasa Hantuan
bt e e | P s, ]

Penanggung Jawah,




H. Format Penerimaan Honorarium [/ Uang Lelah

RINCIAN PENERIMA HONORARIUM/ UANG LELAH

Periode Wakitu
Jenis Barang /jasa
Penerima
Mo | N ima | Diterima (up | TeMaTangen | Keterngan
1 |
: = |
3
4
= - e
6 I
= —
8 | | 1 0
) |
_{151. |
Total Dana - -

...[Tempatr), ...(tanggal, bulan, tahun)

Yang Menyerahlian Bantuan




I. Format Rekapitulasi Penyaluran Dana Tanggap Darurat yang Bersumber dari

Belanja Tidak Terduga

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERTUGA

Tanggal
Bencana
Tempat
No Tanggal Barang Bn-;:;m |
1
: e Y
H e L —
|- 4
I '
| 6 h i
[c'lm |
Total |

[Tempat), ...(tangeal, bulan, tahun)

Yang Menyverahkan Bantuan




J. Format Rencana Kerja dan Anggaran

Hal: .....darl.....
8 | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK RKA-SKPD 2.2.1
' S TAHUN ANGGARAN .......
erusan Pﬂnerlntah RS T S == F— 2
Drg.anisaﬁ_i OEKE KR s |
Program T T v e
Keglatan O IO . -
Lokasi Kegiatan s R
Jurnilah Tahum n=1 O o T U] | |
Jumiah Tahun n . Rp.. { R 5
Jumbah Tahum n+1 . Rp . (e s e |
== I:ndlhmhr & Tolok Ukur Hlnur]n Ee-'lnn]n Lung:uni .
Indlkator Tolok Ukur Kinerja Targat Kinerja
ST T ottt bl
Masukan N
I:';eluarﬂn =
Hasl| =
Kelompok Sasaran Keglatan e -
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode T Rincian Penghitungan el
Rekaning Harga (Rp)
. Valuma ! Satuan Satuan
- | 4 g a3 _6=(3x5)
K {
MK '
XK . :
R
KR KKK | i
_Jumlah
o FAngEal s
kepala SKPD
[Landatangan)
¢
NIP,

BUPATI 50LOK,

GUSMAL



